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BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama kelas | A Samarinda yang memeriksa dan
mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam
persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah
tangga, tempat tinggal di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx,
Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda, selanjutnya disebut
sebagai Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat
tinggal di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx,

Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
Setelah mendengar penggugat dan para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya
bertanggal 17 Januari 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor : Xxxxx/

Pdt.G/2012/PA. Smd, tanggal 17 Januari 2012, mengemukakan hal-

hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 10 September 2007, penggugat dengan
tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kota
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putussanvaritas ¢kadipamh avkith Nikah Nomor : 825/37/1X/2007 tanggal 10
September 2007) ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat

bertempat tinggal bertempat tinggal di rumah kediaman bersama

di rumah orang tua penggugat di Jalan Xxxxx, selama 4 tahun,

kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah

orang tua tergugat di Perum. Bengkuring, Blok E, selama 6 bulan.

Selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah

hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1

orang anak bernama Anak perempuan, lahir di Samarinda tanggal

24 Maret 2008;

Bahwa, sejak bulan Oktober tahun 2008 ketentraman rumah

tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis, setelah

antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

a.Bahwa, tergugat menjalin hubungan asmara dengan beberapa
wanita lain, hal tersebut penggugat ketahui karena salah satu
dari wanita tersebut pernah datang kerumah dan mengaku
sebagai selingkuhan tergugat. Dan ketika penggugat
menanyakan tentang kebenaran hal tersebut kepada tergugat,
tergugat malah marah dan memukul penggugat serta
mengintimidasi seperti mengancam akan membakar rumah
orang tua penggugat, membunuh bahkan mengancam akan
menjual anak, sehingga membuat penggugat sangat tertekan
psikis;

b. Bahwa, selain itu tergugat juga adalah seorang pengedar
narkoba, dan karena perbuatannya tersebut tergugat pernah
masuk penjara pada tahun 2009 karena kasus pengedaran
narkoba. Kemudian setelah keluar dari penjara, tergugat tidak
berubah malahan tergugat sudah berani mengambil uang milik
orang tua penggugat yang kemudian uang tersebut digunakan
tergugat untuk berfoya-foya

c.Bahwa, penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati
tergugat agar meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut, akan
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putusartetapkantergagad.gtidek mengindahkan nasehat penggugat
sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan

keutuhan rumah tangga bersama tergugat;

4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat
dengan tergugat tersebut terjadi sekitar bulan September tahun
2011, yang akibatnya penggugat pergi meninggalkan tempat
kediaman bersama (rumah orang tua tergugat) dan sejak saat itu
antara penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya
sumi istri yang sah;

Bahwa, penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian ke
Pengadilan Agama Samarinda dan terdaftar di Register
Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor Perkara

xxxx/Pdt.G/2011/PA.Smd. tanggal 28 Februari 2011, namun
perkara tersebut tidak dapat diterima (No) karena pada saat
panggilan sidang kedua penggugat tidak hadir, karena pada saat
itu tergugat berjanji akan meninggalkan perbuatannya seperti
tersebut di atas, sehingga penggugat tidak melanjutkan proses
perceraian. Namun seiring berjalannya waktu, ternyata tergugat
tidak berubah, tergugat masih saja mengulangi perbuatannya
seperti tersebut di atas;

6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat
menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan
bersama tergugat, oleh karena itu penggugat mengajukan
masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar

Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan

putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;

- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Tergugat terhadap
penggugat, Penggugat;

- Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;
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pwupsigaahkamahagung.go.id
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang

seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan
penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan,
sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan
kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap
persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan
patut masing-masing dengan relaas panggilan bertanggal 26
Januari 2012 dan 3 Februari 2012, dan ketidakhadirannya itu tidak
disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan
usaha perdamaian antara penggugat dan tergugat, demikain pula
majelis hakim tidak dapat mewajibkan melaksanakan mediasi
antara penggugat dan tergugat dalam perkara ini sebagaimana
dikehendaki oleh Pasal 7 ayat 1 Perma Nomor 01 Tahun 2008,
karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis
hakim telah berusaha menasihati penggugat agar ia dapat kembali
rukun membina rumah tangganya bersama tergugat, namun tidak
berhasil dan penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud

gugatannya;

Menimbang, bahwa tergugat tidak ada menyampaikan
tangkisan (eksepsi) ataupun jawaban terhadap gugatan penggugat,
maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-
bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya,
penggugat telah mengajukan bukti surat berupa potokopi Kutipan
Akta Nikah Nomor 825/37/IX/2007, tanggal 10 September 2007,
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kota
Samarinda, potokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan

aslinya, bertanda P,;
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putusan.mph&amabaaygngeaiwa selain bukti surat, penggugat juga

mengajukan bukti saksi, yang masing-masing bernama :

1. Saksi I, umur 47 tahun, di bawah sumpah menyampaikan
kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya
sebagai berikut :

e bahwa, saksi kenal dengan penggugat sejak penggugat kecil
karena bertetangga dan kenal tergugat sebagai suami
penggugat, hingga sekarang penggugat dan tergugat telah
dikaruniai 1 orang anak;

e bahwa, saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga
penggugat dan tergugat selalu rukun dan harmonis, namun 3
(tiga) tahun terakhir antara penggugat dan tergugat sudah
tidak ada keharmonisan, dan sudah hampir 5 (lima) bulan
penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;

e bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan
hubungan penggugat dan tergugat, antara penggugat dan
tergugat sering bertengkar disebabkan tergugat sering
selingkuh dan makai narkoba serta sering mengancam dan
memukul penggugat;

e bahwa, saksi mengetahui akibat tergugat memakai narkoba,
tergugat pernah dipenjara pada tahun 2009;

¢ bahwa, selama berpisah tidak ada usaha tergugat untuk rukun

kembali bersama penggugat;

2. Saksi IlI, umur 18 tahun, di bawah sumpah menyampaikan
kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai
berikut :

e bahwa, saksi adalah sepupu penggugat dan kenal tergugat
sebagai suami penggugat, hingga sekarang penggugat dan
tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

e bahwa, saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga
penggugat dan tergugat selalu rukun dan harmonis, namun 3
(tiga) tahun terakhir antara penggugat dan tergugat sudah
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putusantitkiikagdd aReharimdfisan, dan sudah hampir 5 (lima) bulan
penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;

e bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan

hubungan penggugat dan tergugat, antara penggugat dan
tergugat sering bertengkar disebabkan tergugat sering
selingkuh dan makai narkoba serta sering mengancam dan
memukul penggugat;

e bahwa, saksi mengetahui akibat tergugat memakai narkoba,
tergugat pernah dipenjara pada tahun 2009;

¢ bahwa, selama berpisah tidak ada usaha tergugat untuk rukun

kembali bersama penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut,
penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan
yang perlu diajukan kepada saksi, sedang tergugat tidak dapat
didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa penggugat tidak mengajukan bukti lainnya
berupa apapun lagi di persidangan dan hanya mohon agar

perkaranya diputuskan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama
persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara
persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan
ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat
adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mengupayakan
perdamaian kepada para pihak berperkara sesuai dengan Pasal 82
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, demikian pula sesuai dengan
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, tanggal 31 Juli
2008 tentang Mediasi, dan dalam perkara ini majelis hakim tidak
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pidpat. nmabkajibkat nhelaksanakan mediasi kepada penggugat dan
tergugat, tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di

persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya
alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan
tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus
tanpa hadirnya tergugat (verstek), di samping itu tergugat tidak pula
mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan penggugat, dan
ternyata gugatan penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak
melawan hukum;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada pokoknya
memohon kepada majelis hakim agar menyatakan jatuh talak satu
bain shugra tergugat terhadap penggugat, dengan mengemukakan
alasan bahwa sejak Oktober tahun 2008 antara penggugat dan
tergugat dalam meniti kehidupan rumah tangganya sudah tidak
harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
disebabkan tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan
wanita lain, tergugat juga seorang pengedar narkoba dan akibatnya
pada tahun 2009 tergugat pernah dipenjara, tergugat suka marah,
mengancam dan memukul penggugat, dan sejak September tahun
2011 penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, penggugat
pergi meninggalkan tergugat, sebagaimana termuat dalam surat
gugatannya yang telah dicantumkan di atas, adalah secara formal
telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga
perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat
tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban tergugat,
karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan,

meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran tergugat yang telah
dipanggil secara patut tidak datang menghadap persidangan,
sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap tergugat
telah mengakui dalil gugatan penggugat, akan tetapi oleh karena
yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya
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Pigepselisitapaan qoerteigkidran, maka belum cukup alasan bagi Majelis
Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat sebelum

mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau
orang dekat dari pihak yang berperkara, sebagaimana dikehendaki
oleh ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana
telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang 3 tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum

Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fighiyah yang
tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur’an Jilid I, halaman 405, yang
diambil alih sebagai pendapat majelis:

989 w pld praluwall oS5 o S Wl 85 o
J > Y pllbs

Maksudnya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap
persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi
panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan
gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa sekalipun hak tergugat telah gugur dan
tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan penggugat, akan
tetapi kepada penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan atas kebenaran
gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.
dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.
berupa potokopi Kutipan Akta nikah adalah merupakan akta autentik,
karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan
pembuktian sempurna, selama tidak dibuktikan kepalsuannya (Pasal
285 R.Bg.), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa
hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah terikat
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P W kpm e Tvakea Y Wengo sah, dan karenanya penggugat mempunyai
hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap tergugat;

Menimbang, bahwa para saksi penggugat yakni Saksi | dan
Saksi Il dipersidangan memberikan keterangan, bahwa 3 (tiga) tahun
terakhir keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada
keharmonisan, para saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat
sering selingkuh dan makai narkoba serta sering mengancam dan
memukul penggugat, dan sudah lebih 5 (lima) bulan penggugat dan
tergugat berpisah tempat tinggal, maka secara formal keterangan
para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut
tidak ada itikad dari tergugat untuk kembali mengajak penggugat
kumpul bersama membina rumah tangga, hal tersebut memberi
petunjuk kepada majelis hakim bahwa tergugat juga menghendaki

perceraian dengan penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat selama persidangan telah
memperlihatkan dan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk
bercerai, oleh karena itu jika salah seorang dari pasangan suami istri
sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan pasangannya, dan
tidak ada lagi usaha untuk mempertahankan perkawinannya, maka
telah terbukti bahwa ikatan batin pasangan suami istri tersebut telah
putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam
rumah tangga, dan mempertahankan hal seperti itu adalah suatu
usaha yang sia-sia belaka dan bahkan akan mendatangkan
kemudharatan;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fighiyah
kitab Al Muhazzab jilid Il, halaman 81, yang diambil alih sebagai

pendapat majelis hakim :
aallo o lall Lede sl lg>g ) azg Jl as Jl pac sl 15l g

Artinya :Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya
terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan
talaknya (suami terhadap istrinya tersebut).
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Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim
menilai kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah
sangat sulit untuk disatukan lagi. Jika perkawinan tersebut tetap
dipertahankan, tentunya tidak akan sesuai lagi dengan cita-cita dan
tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah
mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas, penggugat yang bermaksud untuk
mengakhiri rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-
dalil sebagaimana diuraikan dalam posita gugatannya, Majelis Hakim
berpendapat bahwa dalil-dalil penggugat tersebut terbukti dan
beralasan hukum karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf
(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal
39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim
berpendapat telah cukup alasan bagi penggugat untuk bercerai
dengan tergugat dan dengan memperhatikan pula pasal 149 ayat (1)
RBg sudah sepatutnya gugatan penggugat dikabulkan dengan
verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 35 ayat (2) PP No. 9 Tahun
1975, Jo. Pasal 147 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis
hakim memerintahkan kepada Panitera atau pejabat Pengadilan
Agama Samarinda yang ditunjuk untuk menyampaikan Salinan
Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat
dilaksanakannya perkawinan penggugat dan tergugat atau tempat
tinggal suami istri setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum

yang tetap;
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putusan MehiraBangy bahwaidegala sesuatu yang tidak dipertimbangkan
dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 (perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989), semua biaya yang ditimbulkan oleh
perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-
undangan dan dalil-dalil syara’yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;

- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, Tergugat, terhadap
penggugat, Penggugat;

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama kelas IA
Samarinda atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat
tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah
tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada penggugat
sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 09

Februari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal

1433 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama di

Samarinda, Dra. Hj. Rusmulyani sebagai Ketua Majelis, serta Drs.

Muh. Rifa'i, M.H. dan Drs. Tatang Sutardi, M.HIl. masing-masing

Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh

Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan
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pwirsdirnahsRmahaggeot® idan dibantu oleh Panitera Pengganti, H.
Mursidi, SH., M.Hum., serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya

tergugat.

Ketua Majelis,

Anggota Maijelis,

Dra. Hj.
Rusmulyani

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Anggota Majelis,

Drs. Tatang Sutardi, M.HI.

Panitera Pengganti,

H. Mursidi, SH., M.Hum.

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pencatatan Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Perkara Rp. 50.000,-

- Pemanggilan penggugat  Rp. 50.000,-

- Pemanggilan tergugat Rp. 120.000,-

- Redaksi Rp. 5.000,-
-Meterai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 261.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



